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Menimbang : a.

BUPATI HALMAHERA BARAT,

trahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembelian barang dan
pemeriksa trarang Kabupaten Hairnahera Barat, maka clipandang
perlu dibentuk Panitia Pembelian dan pemeriksa barang dimaksucl;

bahura mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap
mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai panitia
Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b, periu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Panitia PemLrelian Barang dan pemeriksa Barang
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2A23;

und,ang-uneiarrg i.iomor' 60 Tahun 1958 tentang Fenetapan
Undang-undang Nomor 23 L)arurat Tahun lgST tentang
Pembentukan Daerah-daerah swatantra Tingkat II Dalam wilayah
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan
Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
'fenggara Barat;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota
Tidoi'e Kepulaiian di Provinsi ivlaliiki: Utara;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang pertrendaharaan
Negara;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
Undang-undang Nomor 23 Tahun '2A14 tentang pemerintahan
Daerah;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
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Mengingat : 1.

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2A tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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l2.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2o2l tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2oi6 ientang Pembentukan dan susunan perangkai Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun
2422 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2423;

l4.Peraturan Bupati Haimahera Barat Nomor 20 Tahun zazr tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Halmahera lJarat Nomor
10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

l5.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang
Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2O23;

Surat Kepala tsagiart Umurn tlan Ferlengkapan Setda Kabupaterr
Halmahera Barat Nomor : 8a1l5l7/2A% perihal permohonan
Penerbitan SK KDH.

MEMUTUSKAN :

Membentuk Panitia Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang
Kabupaten Iialmahera Barat Tahun 2023, dengan susunan panitia
sebagaimana tei'cantum pada Lampiran I(epuiusan ini.

Panitia Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang sebagaimana
dimaksud Diktr"rm Kesatu, bertugas mendukung pelaksanaan
Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang Kabupaten Halmahera
Barat dan bertanggungjawab penuh terhadap spesi{ikasi harga
sesuai ketentuan yang teiah ditetapkan.

Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam menjalankan
tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sesuai
kemampuan keuangan Daerah.

Segaia braya yang akan timbui akibat dikeiuarkannya Keputusan
ini dibrebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : L .J rlhurdr-i '2A23

BUPATI BARAT,

Temhusan Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perw'akilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
+. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepaia BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

Ass. Bid. Adm. Umum

Kabag Umum, Perencanaan &
Keuangan

Kabag Hukum & Orgs
JA*IES UAITG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : t6"A /KPTS/ t /2023
TANGGAL:7 JANrflvt 2O2g

TEI\i?AJ{G : DaF"TaR PAJ\iITIA PtrMBELIAJ{ BARAi\.IG DAN
KABUPATBN HALMAHERA BARAT TAHUN 2A23

PEMERIKSA BARANG

NO NAMA / JABATAN
KEDUDUKAN

DAI,AM PANITIA

BtrSARAN
HONORARIUM

IRPI
1 2 3 4

PEMBELIAN:

1 SEKRETARIS DAERAH KAB. HALBAR KETUA 2.000.000

2 KABAG UMUM. PERBNCANAAN & KtrUANGAN
SETDA KAB. HALBAR

WAKIL KETUA 1.750.000

.1 KASUBAG KtrUANGAN BAG, UMUM, PtrRENCANAAN
& KEUANGAN StrTDA KAB. HALBAR

SEKRETARISIANGGOTA i.500.000

4 IiABAG. HUKUM & ORGANISASI SETDA KAB.
,NAl.DAl(

ANGGOTA
1 -nn nnnI.JUU.UUU

5 KASUBAG ORTALA BAG. HUKUM & ORGANISASI
StrTDA HALBAR

ANGGOTA
1.500.000

6 UNSUR BERTANGGUNG JAWAB & UNIT-UNIT
TtrRKAIT

ANGGOTA 1.s00.000

PEMERIKSA :

i KASUBAG PERENCANAAN BAG. UMUM,
PERtrNCANAAN & KEUANGAN StrTDA KAB. HALBAR

KETUA 1.500.000

2 KASUBAG UMUM BAG.UMUM, PERENCANAAN &
KEUANGAN SETDA KAB. I{ALBAR

WAKIL KETUA 1.500.000

J KASUBAG SISTEM PENGADAAN BARANG ULP SEKRETARIS/ANGGOTA 1.500.000

4 STAF PENGELOLA BARANG DAN JASA ANGGOTA i.500.000

5 BENDAHARA PENGELUARAN ANGGOTA 1.500.000

6 STAF BAGIAN UMUM, PERENCANAAN &KEUANGAN
StrTDA KAB. HALBAR

ANGGOTA 1.500.000

7 I T\TET TIf DL'I\?' A I.'N T Q, T TNIEI TD 'rlLTT,']\TIAvlruvl\ l uivllIIUIt s u1\JUl\ lLItltlr) ANGGOTA 1.500.oo0

BUPATI BARA'T,

Ass. Bid. Adm. Limrlm

Kabag Umurn, Perencanaan &
Keuangarr

Kabag Hukum & Orgs

JAIVITS UANG


